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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis maka dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan peranan PPAT 

dalam peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kota Ambon 

telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan 

PPAT itu membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah, dalam hal ini yakni proses jual beli 

disertai akta otentik agar menjamin suatu kepastian hukum. Tidak 

hanya membuat akta otentik saja, PPAT juga membantu membantu 

kantor pertanahan yaitu memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen 

yang menjadi syarat untuk membuat akta jual beli. Juga dalam 

melakukan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan para 

pihak mengenai perhitungan, tata cara dan proses pembayaran dalam 

suatu peralihan hak milik atas tanah tidak akan terlepas dari bantuan 

PPAT. 
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B. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan kepada penulis berdasarkan hasil 

penelitian adalah bagi PPAT di Kota Ambon agar selalu mengikuti 

berbagai kebijakan Peraturan Perundang-undangan dan PPAT dapat 

memberikan informasi yang jelas bagi para pihak baik penjual dan 

pembeli dalam syarat-syarat yang diperlukan dalam proses peralihan hak 

milik atas tanah karena jual beli. Juga, bagi Kantor Pertanahan Kota 

Ambon, memberikan kepastian waktu atau ketepatan waktu saat akan 

melakukan proses  pengecekan sertifikat dan proses lainnya.  
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